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Abstract 

 
Legal compliance and Good Corporate Governance (GCG) represents sound corporate principles 
that must be applied in company management, solely to safeguard the company's interests in pursuit 

of its aims and objectives. These sound principles entail a balanced relationship among corporate 
organs, shareholders, and stakeholders; a clear division of duties, authority, and responsibilities 

among corporate organs in accordance with the company's structure; and operational mechanisms 

aligned with the Limited Liability Company Law and the company's Articles of Association—all 
implementing GCG based on the principles of transparency, fairness, and accountability. This study 

employs doctrinal legal research. The concrete application of GCG principles aims to benefit the 
company by: first, facilitating access to domestic and foreign investment; second, securing a lower 

cost of capital; third, enabling better decision-making to enhance economic performance; fourth, 

boosting stakeholder confidence and trust in the company; and fifth, protecting the board of directors 
and board of commissioners from legal claims. Factors such as patrimonialism, family capitalism, 

and crony capitalism must be carefully considered regarding the implementation of GCG in 
Indonesia. These obstacles can impact independence, monitoring, control, and operational 

mechanisms, ultimately affecting the company's performance. 
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I. PENDAHULUAN 
Keberadaan bisnis di tengah masyarakat tentu membawa dampak yang baik. Lapangan kerja 

tercipta dan pertumbuhan ekonomi pun bisa terlaksana. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 

aktivitas bisnis perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam 

dan tenaga kerja yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Fatmawati & Nawangsari, 

2026). Dalam sepuluh tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan dalam kesadaran publik mengenai 

peraturan dan tanggung jawab dari perusahaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak perusahaan 

yang memulai untuk pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban sosialnya (corporate social 

responsibility-CSR).  

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, dunia bisnis menghadapi 

tekanan yang semakin kompleks. Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk tidak 

hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada bagaimana perusahaan tersebut 

dikelola secara profesional, transparan, dan beretika. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi 

pemangku kepentingan terhadap integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola 

perusahaan ( good corporate governance) menjadi aspek fundamental dalam menentukan arah dan 

keberhasilan suatu entitas bisnis. Istilah good corporate governance sendiri diperkenalkan oleh 
Cadbury pada tahun 1922 dan dipopularkan oleh Robet I, Tricker pada tahun 1984  dan kemudian 

juga dibahas tentang unsur-unsur struktur dalam pelaksanaan tata kelola, sarana monitoring dan 

bagaimana kaitannya dengan pencapaian pengelolaan perusahaan yang lebih efisien (Maharani et al., 

2024). 

Menurut Hopt inefiensi perusahaan memicu kebangkrutan dalam perusahaan. Kaidah-kaidah 

tata kelola menurut OECD yang mempunyai empat tata nilainya yaitu fairness yang merupakan nilai 

tata kelola untuk melindungi hak hak pemegang saham, dan juga termasuk pemegang saham 

minoritas dan pemegang saham asing sehingga pemegang saham harus punya kesempatan untuk 

mengetahui segala sesuatu yang melanggar hak-hak nya; responsibility, yang merupakan kerja sama 

atau kooperasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan dalam perusahaan (stakeholders) 

untuk menciptakan kinerja keuangan yang bersih dan berkesinambungan; transparency, yaitu dapat 

memastikan bahwa ada pengungkapan yang akurat dan tepat waktu yang berkaitan dengan kondisi 

keuangan, struktur tata kelola, kinerja dan kepemilikan; accountability, yaitu dapat memastikan 

adanya suatu pedoman dan Langkah-langkah yang strategik, adanya aktivitas pengawasan yang 

efektif, dan pertanggung jawaban yang akuntabel kepada perusahaan dan pemegang saham 

(Iswandika et al., 2014). 

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara 

berbagai pihak dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, 

manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya (Rahmadani et al., 2025). Tujuan utamanya adalah 

untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan korporasi melalui penerapan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 

dan kewajaran (fairness). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan tidak hanya mampu 

menjaga kepercayaan publik, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko 

penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.  

Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik semakin relevan jika melihat kembali 

sejumlah krisis besar yang pernah terjadi di tingkat global, seperti skandal Enron pada tahun 2001 dan 

kehancuran Lehman Brothers pada tahun 2008. Kedua kasus tersebut menjadi simbol kegagalan tata 

kelola yang berdampak sistemik, tidak hanya merugikan perusahaan itu sendiri tetapi juga 

menyebabkan gejolak ekonomi yang luas dan hilangnya kepercayaan pasar. Enron, misalnya, 

mengalami kebangkrutan setelah terbongkarnya praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan 

oleh manajemen puncak dan didukung oleh auditor eksternal. Sementara itu, runtuhnya Lehman 

Brothers menjadi pemicu utama krisis keuangan global 2008 karena lemahnya pengawasan dan 

pengelolaan risiko dalam sistem keuangan.  

Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk dapat 

membawa konsekuensi besar bagi ekonomi nasional maupun global. Di sisi lain, perusahaan-

perusahaan yang menerapkan corporate governance secara konsisten terbukti lebih mampu bertahan 

dalam krisis, menjalin hubungan jangka panjang yang sehat dengan pemangku kepentingan, dan 
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memperoleh akses terhadap sumber daya keuangan dengan biaya yang lebih rendah (Harinurdin & 

Safitri, 2022). 

Prinsip good corporate governance yang sejalan dengan aktivitas pengungkapan ini adalah 

prinsip transparency. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66, dalam laporan 

tahunan perusahaan juga dituntut untuk mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial. Penerapan 

good corporate governance dan pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Hal itu menyebabkan cukup banyak penelitian yang menghubungkan antara good 
corporate governance dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Badjuri, 2011). 

Dalam konteks Indonesia, penerapan tata kelola perusahaan juga semakin menjadi fokus 

utama, terutama dengan berkembangnya pasar modal, keterlibatan investor asing, serta meningkatnya 

kesadaran akan pentingnya bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Berbagai regulasi dan 

inisiatif telah diluncurkan oleh pemerintah dan otoritas pasar keuangan untuk mendorong perusahaan 

menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), seperti Pedoman GCG dari Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG), serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Berdasarkan urgensi dan relevansi topik ini, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam 

mengenai konsep, prinsip, manfaat, serta tantangan dalam implementasi tata kelola perusahaan. 

Dengan memahami dan menginternalisasi pentingnya good corporate governance, diharapkan 

perusahaan-perusahaan mampu membangun fondasi yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian 

dan kompleksitas dunia bisnis modern (Sulistyawati et al., 2023). Good corporate governance 

diharapkan mampu menjembatani antara tujuan pembangunan yang dimiliki oleh BUMN dengan 

tujuan BUMN sendiri sebagai suatu badan usaha (Firmansyah et al., 2021). Pentingnya penerapan 

good corporate governance pada BUMN sejak didasarkan padapengalaman keterpurukan ekonomi di 

berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan oleh perusahaan-perusahaan di negara 

tersebut yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) secara konsisten (Putri et al., 2020). 

 

II. METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal atau 

disebut sebagai doctrinal research sehingga penelitian akan dilakukan berdasarkan analisis hukum 

melalui sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder. Penelitian hukum 

ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan hasil yang sistematis 

mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian melalui analisis terhadap suatu pokok 

permasalahan dengan konsep tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan 

menggunakan pendekatan masalah statute approach, conceptual approach, dan case approach 

(Marzuki, 2021). 

Dalam hal ini menyangkut tentang deskripsi dari prinsip tata Kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance) serta bagaimana seharusnya prinsip tersebut dijalankan terutama dalam 

pengelolaan BUMN. Disamping itu pendekatan yuridis normatifjuga ditujukan terhadap peraturan 

perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengertian Tata Kelola Perusahaan  

Dengan penerapan dan integrasi tata kelola dengan konsep keberlangsungan usaha ini 

mempunyai beberapa manfaat nyata didalam perusahaan, yaitu pertama, berguna dan sangat 

membantu bagi para investor, para pembuat kebijakan, jika dalam waktu kedepan tidak lagi terjadi 

informasi yang asimetri, yang pada akhirnya nanti tercapai kondisi dimana pasar atau market sangat 

efisien. Kedua, pelaksanaan tata kelola yang baik akan mengurangi terjadinya risiko usaha (default 

risk), bagi peminjam atau kreditor, dan perusahaan peringkat, perusahaan penjamin, dimana akan 

mengurangi biaya hutang, karena kualitas penetapan tata kelola dan pengungkapan keberlangsungan 

usaha berbanding terbalik dengan terjadinya risiko yang dihadapi oleh mereka. Ketiga, membuat 

perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih sensitive terhadap isu isu lingkungan, sosial, ekonomi, 

etika dan pertanggung jawaban (Hutabarat, 2020). Sehingga tercapailah perilaku yang sustain. 
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Keempat, dengan terintegrasinya tata kelola dan perilaku yang sustain melalui strategi yang tepat 

maka diharapkan pasar dimasa yang akan datang dapat lebih efisien lagi. Investor dapat melakukan 

diversifikasi produk investasi nya dengan lebih efisien dalam pengelolaan portfolionya. 

Arti penting dari penerapan tata kelola adalah terjadinya proses pertanggungjawaban 

manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Dengan berkembangnya aktivitas 

investor secara global oleh karena itu penerapan tata kelola adalah keniscayaan. Investor 

mengharapkan terjadinya peningkatan transparansi dan kinerja perusahaan yang mempunyai standar 

yang tinggi terhadap pelaksanaan tata kelola tersebut. Keberlangsungan usaha dapat dicapai melalui 

peningkatan penerapan tata kelola yang baik. 

Tata kelola perusahaan atau good corporate governance merupakan suatu sistem yang 

mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha agar perusahaan dapat mencapai 

tujuan bisnis secara efektif dan berkelanjutan (Putri et al., 2021). Konsep ini mencakup hubungan 

antara berbagai pihak dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan 

pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan menjaga 

keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Masalah terkait pihak-pihak yang memiliki 
benturan kepentingan/conflict of interest sering menjadi sorotan dalam tata kelola perusahaan. Konflik 

kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak reputasi perusahaan, meningkatkan risiko 

hukum, dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi prinsip 

tata kelola yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mempertimbangkan ekspektasi 

sosial dan lingkungan (Zhuang et al., 2001). 

Tata kelola perusahaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan 

memperkuat reputasi perusahaan, khususnya dalam menangani isu-isu terkait pihak ketiga (Nasution 

et al., 2024), seperti konflik kepentingan dan transparansi (Harinurdin, 2022). Secara keseluruhan, tata 

kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga berkontribusi pada reputasi 

perusahaan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebih baik 

(Firmansyah & Susanti, 2023). Hasil dari pelaksanaannya akn menghasilkan kinerja perusahaan yang 

lebih baik lagi. Kemudian kinerja tersebut akan diintegrasikan dengan faktor-faktor lingkungan, sosial 

dan ekonomi sehingga diharapkan hasil kinerja perusahaan akan mencapai tingkatan yang lebih baik 

yaitu terjadinya keberlangsungan usaha dan bisnis perusahaan (Jao et al., 2023). 

 

B. Penerapan Kepatuhan Hukum dan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Upaya 

Meningkatan Kinerja Perusahaan 

Menurut Newel dan Wilson secara teoritis, praktik good corporate governance dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin 

dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara 

umum meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya praktik good corporate governance yang 

buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan 

oleh McKinsey & Company yang menunjukkan bahwa good corporate governance menjadi perhatian 

utamapara investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar 

yang sedang berkembang (Martien, 2023). 

Tata kelola perusahaan (good corporate governance) tidak berdiri sendiri secara konseptual, 

melainkan berlandaskan pada kerangka hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme 
pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Dasar hukum ini menjadi fondasi untuk memastikan 

perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku 

kepentingan.  

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007  

UUPT merupakan produk hukum utama yang mengatur tata kelola perusahaan berbentuk 

perseroan terbatas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur aspek-aspek penting seperti:  

Pembentukan dan struktur organisasi perusahaan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris).  

Hak dan kewajiban pemegang saham.  Prinsip pertanggungjawaban dan transparansi dalam 

pengelolaan perusahaan. 

Menurut Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh OJK (2024), UUPT menjadi 
kerangka legal utama yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
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yang baik demi melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain (Kun & Gultom, 

2024).  

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011  

Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Negara BUMN sebelumnya dan secara 

khusus mengatur penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Peraturan ini 

menekankan penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan peraturan perundang-undangan 

dan etika bisnis guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN (Sengkey et al., 2018). 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)   

OJK mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan (Nasution et 

al., 2024), khususnya pada perusahaan publik dan sektor jasa keuangan, seperti kewajiban 

pembentukan komite audit, pengungkapan informasi, dan perlindungan hak pemegang saham 

minoritas. Regulasi OJK ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan 

demi menjaga stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor (Dwiridotjahjono, 2024). 

Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk 

mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang 

mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan 

dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sangsi yang jelas dan tegas 

(Njatrijani et al., 2019). Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang dibuat tentu antara 

lain bertujuan agar kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat tidak dirugikan. Oleh karena 

itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sangsi 

hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sangsi moral dari masyarakat 

(Prananingtyas, 2019). 

Tujuan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) bertujuan pada BUMN adalah untuk:1.mengoptimalkan nilai BUMN agar 

perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga 

mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan 

tujuan BUMN;2.mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ 

Perum;3.mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap 

Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;4.meningkatkan 

kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan5.meningkatkan iklim yang kondusif bagi 

perkembangan investasi nasional.  

 

IV.  KESIMPULAN 
Perusahaan yang konsisten menjalankan Good Corporate Governance (GCG) cenderung 

memiliki reputasi yang lebih baik, akses pembiayaan yang lebih luas dan murah, serta kinerja 

keuangan dan operasional yang lebih stabil. GCG juga menjadi salah satu indikator utama dalam 

penilaian risiko perusahaan oleh investor, lembaga pemeringkat, dan otoritas pasar modal. Dengan 

penguatan tata kelola perusahaan yang menyeluruh dan konsisten, Indonesia dapat menciptakan 

ekosistem bisnis yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing di tingkat regional maupun global. 

Hal ini bukan hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat 

perlindungan terhadap hak-hak investor dan kepentingan publik secara luas. manajemen perusahaan 

perlu lebih fokus pada pembentukan pengawasan internal yang kuat dan berorientasi pada nilai. 

Efektivitas kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur formal seperti komite audit, tetapi juga 

oleh kualitas dan keragaman anggotanya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif dan 

independent sehingga regulator dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam 

penyempurnaan kebijakan tata kelola perusahaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap 

kebutuhan industri nasional. 
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